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LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI I

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO. JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT | KETERANGAN
1. RUU tentang Raker Komisi I DPR RI dengan Kepala BSSN Dalam rangka

Perubahan Kedua Atas | tanggal 22 Agustus 2023. mendapatkan
2. | Undang-Undang Nomor "Rppyj Komisi I DPR RI dengan: masukan

11 Tahun 2008
Tentang Informasi Dan

terhadap RUU

1. idEA (Asosiasi E-Commerce Indonesia); Perubahan Kedua

Transaksi Elektronik 2. ADTI (Asosiasi Digital Trust Indonesia; atas UU Nomor 11
(ITE) 3. LKHT (Lembaga Kajian Hukum Teknologi) Tahun 2008
UI; tentang ITE.
4. PR2Media (Pemantau Regulasi Regulator
Media);

5. KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia).

Tanggal 23 Agustus 2023.
3. Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Pembahasan DIM
Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 | RUU tentang
tentang ITE Komisi I DPR RI dengan Tim Panja i(te:sﬂﬁllljlal\?or%liiua
Pemer1nta1.1 tanggal 29 Agustus 2023. 11 Tahun 2008

4. Rapat Panja Pembahasan RUU tentang tentang ITE.
Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008
tentang ITE Komisi I DPR RI dengan Tim Panja

Pemerintah tanggal 30 Agustus 2023.
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NO. JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT | KETERANGAN
S. RUU Tentang Rapat Intern Panja Perumusan RUU tentang | Menyusun NA dan
Perubahan Atas UU Penyiaran Komisi I DPR RI tanggal 30 Agustus | draft RUU tentang
Nomor 32 Tahun 2022 | 54953 Perubahan atas
Tentang Penyiaran UU Nomor 32
Tahun 2022
tentang
Penyiaran.
B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN
C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN
KEMENTERIAN/ OBJEK
NO LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1 a. LPP RRI NTB Kunjungan Kerja a) Untuk mengetahui penguatan peran LPP
b. LPP TVRI JAMBI | Spesifik tanggal 24 - RRI NTB dan LPP TVRI Jambi sebagai media

c. BINDA BANGKA

BELITUNG

26 Agustus 2023.

publik yang independen dan netral untuk
penyiaran dan pemberitaan pelaksanaan
pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu)
2024;

b) untuk mengetahui Deteksi Dini dan Cegah
Dini Tahapan Pelaksanaan Pemilu 2024 di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(BINDA).
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LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI II

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN

1. | RUU Tentang a. Penyusunan Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR | 1. Komisi II DPR RI telah
Perubahan Atas UU | b. Pembahasan RI dengan Menteri PPN/Bappenas, mendengarkan penjelasan
Nomor 3 Tahun c. Harmonisasi; | Mendagri, Menkeu, Menteri pemerintah dan
2022 Tentang IBU | d. Prolegnas; ATR/BPN, Menkumham, dan Kepala andanean fraksi-fraksi
KOTA NEGARA e. Pemantauan OIKN, dengan agenda Pengantar P &

& Peninjauan. | ketua rapat, Penjelasan/keterangan dan DPD RI atas revisi

pemerintah atas revisi RUU tentang RUU tentang Ibu Kota
Tanggal 21 Ibu Kota Negara (IKN), Negara (IKN).
Agustus 2023. Pengantar/pandangan Fraksi-fraksi | 2. Komisi II DPR RI
dan DPD RI terhadap revisi RUU menyepakati membentuk
tentang Ibu Kota Negara (IKN), Panja Pembahasan RUU

Penyerahan RUU tentang
Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu

tentang Perubahan atas
UU Nomor 3 Tahun 2022

Kota Negara (IKN), dan tentang Ibu Kota Negara.
pembentukan panja.
2. a. Penyusunan Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI Tinjauan lapangan ke lokasi
b. Pembahasan dengan Kementerian PPN/Bappenas | [bu Kota Nusantara dan
c. Harmonisasi; | dan Otorita Ibu Kota Nusantara ke dialog bersama masyarakat.
d. Prolegnas; IKN.
e. Pemantauan

& Peninjauan.
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Agustus 2023.

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
Tanggal 22 - 23
Agustus 2023.
3. | RUU Tentang ASN a. Penyusunan Rapat Dengar Pendapat Panja RUU | 1.Laporan Timus dan Timsin
b. Pembahasan tentang ASN, dengan agenda dibacakan dan diterima oleh
c. Harmonisasi; | Laporan Tim Perumus dan Tim Panja.
d. Prolegnas; Sinkronisasi RUU ASN kepada Panja .
2.Pengambilan keputusan
e. Pemantauan RUU ASN. had b
& Peninjauan. terhadap rumusan baru
penyempurnaan hasil panja.
Tanggal 28 3.Pengambilan keputusan dari

RUU Perubahan menjadi
RUU Penggantian.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO

KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Pemerintah Daerah, KPU, |a. Pelaksanaan undang-
undang;

b. Pelaksanaan keuangan
negara; dan/atau

c. Kebijakan pemerintah.

dan Bawaslu

Tanggal 24 — 26 Agustus 2023.

Kunjungan Kerja Spesifik
Komisi II DPR RI ke Kota
Semarang Provinsi Jawa
Tengah, Kota Surakarta
Provinsi Jawa Tengah, dan
Kabupaten Sleman D.I.
Yogyakarta.

Dalam rangka
persiapan pemilu
serentak tahun
2024.
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LAPORAN DWI MINGGUAN

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

KOMISI III

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. Penyusunan - Komisi III DPR RI masih menunggu | RUU Usul Inisiatif
RUU tentang draf RUU tentang Penyadapan dari | Komisi III DPR RI.
PENYADAPAN Tim Badan Keahlian DPR RI
berdasarkan hasil rapat tanggal 3
Juli 2023.
2. | Penyusunan --- Tim Badan Keahlian DPR RI masih | Amanat Pasal 43J UU
Rancangan Peraturan memperbaiki Rancangan Nomor 5 Tahun 2018
DPR RI tentang Peraturan DPR RI tentang TPPT tentang Penetapan
Pembentukan Tim berdasarkan masukan Komisi III Peraturan Pemerintah
Pengawas Pemberantasan tanggal 31 Januari 2023. Pengganti Undang-
Terorisme (TPPT) Undang Nomor 1
Tahun 2002 tentang
Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme.
3. Pembahasan -—- Komisi IIIl masih menunggu
RUU tentang Hukum kesiapan Pemerintah dalam
Acara Perdata melakukan Pembahasan RUU
(selanjutnya disebut tentang Haper.
dengan
RUU tentang HAPER)
4. Pembahasan Pada tanggal 10 Untuk itu, Komisi III masih
RUU tentang Perubahan | Juli 2023 Tim menunggu draf RUU dari
Kedua atas UU Nomor 35 | Pemerintah telah Pemerintah yang selanjutnya draf
menyerahkan draf | RUU tersebut akan disampaikan
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NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
Tahun 2009 tentang RUU tentang kepada masing-masing fraksi
Narkotika Narkotika yang untuk dipelajari.
(selanjutnya disebut sudah di revisi.
dengan Akan tetapi
RUU tentang Pemerintah
NARKOTIKA) menarik kembali
draf RUU tersebut
untuk direvisi
kembali.
S. Pembahasan - Sesuai keputusan Rapat Intern
RUU tentang Perubahan Komisi IIT DPR RI tanggal 21
Keempat atas UU Nomor Agustus 2023 bahwa pembahasan
24 Tahun 2003 tentang RUU tentang Mahkamah
Mahkamah Konstitusi Konstitusi akan dilaksanakan
(selanjutnya disebut pada tanggal 4 September 2022.
dengan
RUU tentang
MAHKAMAH
KONSTITUSI)
B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN
NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Majelis Rapat Dengar Pendapat | Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI
Permusyawaratan tanggal 30 Agustus dengan Plt. Sekretaris Jenderal MPR RI

Rakyat Republik
Indonesia (MPR RI)

2023, pukul 10.00 WIB.

Membahas:

dan Sekretaris Jenderal DPD RI.

Kesimpulan :
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NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. Laporan Keuangan 1. Komisi III DPR RI dapat menerima
Pemerintah Pusat penjelasan Sekretaris Jenderal Majelis
APBN TA 2022; Permusyawaratan Rakyat Republik
2. Hapsem BPK TA Indonesia dan Sekretaris Jenderal
2. | Dewan Perwakilan 2022; Dewan Perwakilan Daerah Republik

Daerah Republik
Indonesia (DPD RI)

3. Pembahasan RKA

K/L Tahun 2024
beserta usulan
program.

Indonesia atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2022 serta tindak
lanjut terhadap temuan Badan
Pemeriksa Keuangan tahun 2022 untuk
kemudian diserahkan kepada Badan
Anggaran DPR RI untuk ditindaklanjuti
sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

2. Komisi III DPR RI dapat menerima

penjelasan Sekretaris Jenderal

Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia atas Pagu Anggaran
tahun 2024 yang ditetapkan oleh
Kementerian Keuangan sebesar
Rp922.077.290.000,- (Sembilan ratus
dua puluh dua miliar tujuh puluh tujuh
juta dua ratus sembilan puluh ribu
rupiah) dan menyetujui usulan
tambahan beserta program yang
diajukan sebesar Rp197.431.668.000,-
(Seratus sembilan puluh tujuh miliar
empat ratus tiga puluh satu juta enam
ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
sehingga menjadi
Rp1.119.508.958.000,- (Satu triliun
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NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN

seratus sembilan belas miliar lima ratus
delapan juta sembilan ratus lima puluh
delapan ribu rupiah).

3. Komisi III DPR RI dapat menerima
penjelasan Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia
atas Pagu Anggaran tahun 2024 yang
ditetapkan oleh Kementerian Keuangan
sebesar Rp1.163.356.207.000,- (Satu
triliun seratus enam puluh tiga miliar tiga
ratus lima puluh enam juta dua ratus
tujuh ribu rupiah) dan menyetujui usulan
tambahan beserta program yang
diajukan sebesar Rp184.087.211.000,-
(Seratus delapan puluh empat miliar
delapan puluh tujuh juta dua ratus
sebelas ribu rupiah) sehingga menjadi
Rp1.347.443.418.000,- (Satu triliun tiga
ratus empat puluh tujuh miliar empat
ratus empat puluh tiga juta empat ratus
delapan belas ribu rupiah).

4. Komisi III DPR RI akan menyampaikan
hasil rapat pembahasan anggaran
tahun 2024 kepada Badan Anggaran
DPR RI guna disinkronisasi sesuai
dengan mekanisme dan peraturan
perundang-undangan.

3. | Komisi Rapat Kerja Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan
Pemberantasan tanggal 30 Agustus Ketua KPK, Ketua LPSK, dan Ketua
Korupsi (KPK) 2023, pukul 14.00 WIB.
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NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
Komnas HAM. Raker dihadiri pula Ketua
Membahas: Komnas Perempuan.
1. Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat Kesimpulan :

4. | Lembaga APBN TA 2022 1. Komisi lll DPR RI dapat menerima
Perlindungan Saksi 2. Hapsem BPK TA penjelasan Ketua Komisi Pemberantasan
dan Korban (LPSK) 2022 Korupsi,

3. Pembahasan RKA Ketua Komnas HAM dan Ketua Lembaga
K/L Tahun 2024 Perlindungan Saksi dan Korban atas
beserta usulan Laporan Keuangan Tahun Anggaran
program. 2022 serta tindak lanjut terhadap

5. | Komisi Nasional Hak temuan Badan Pemeriksa Keuangan

Asasi Manusia
(KOMNAS HAM)

tahun 2022 untuk kemudian diserahkan
kepada Badan Anggaran DPR RI untuk
ditindaklanjuti sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

. Komisi III DPR RI dapat menerima

penjelasan Ketua Komisi Pemberantasan
Korupsi atas Pagu Anggaran tahun 2024
yang ditetapkan oleh Kementerian
Keuangan sebesar
Rp1.345.417.981.000,- (Satu triliun tiga
ratus empat puluh lima miliar empat
ratus tujuh belas juta sembilan ratus
delapan puluh satu ribu rupiah).

. Komisi III DPR RI dapat menerima

penjelasan Ketua Komnas HAM dan
Ketua Komnas Perempuan atas Pagu
Anggaran tahun 2024 yang ditetapkan
oleh Kementerian Keuangan sebesar
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NO

INSTITUSI

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Rp132.698.709.000,- (Seratus tiga puluh
dua miliar enam ratus sembilan puluh
delapan juta tujuh ratus sembilan ribu
rupiah) yang dialokasikan untuk
Komnas HAM sebesar
Rp97.468.712.000,- (Sembilan puluh
tujuh miliar empat ratus enam puluh
delapan juta tujuh ratus dua belas ribu
rupiah) dan Komnas Perempuan sebesar
Rp35.229.997.000,- (Tiga puluh lima
miliar dua ratus dua puluh sembilan juta
sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu
rupiah).

. Komisi III DPR RI dapat menerima

penjelasan Ketua Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban atas Pagu Anggaran
tahun 2024 yang ditetapkan oleh
Kementerian Keuangan sebesar
Rp277.803.249.000,- (Dua ratus tujuh
puluh tujuh miliar delapan ratus tiga juta
dua ratus empat puluh sembilan ribu
rupiah) dan menyetujui usulan
tambahan beserta program yang
diajukan sebesar Rp86.754.345.235,-
(Delapan puluh enam miliar tujuh ratus
lima puluh empat juta tiga ratus empat
puluh lima dua ratus tiga puluh lima ribu
rupiah) sehingga menjadi
Rp364.557.594.235,- (Tiga ratus enam
puluh empat miliar lima ratus lima puluh

10
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NO

INSTITUSI

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

tujuh juta lima ratus sembilan puluh
empat dua ratus tiga puluh lima ribu
rupiah).

5. Komisi III DPR RI akan menyampaikan
hasil rapat pembahasan anggaran tahun
2024 kepada Badan Anggaran DPR RI
guna disinkronisasi sesuai dengan
mekanisme dan peraturan perundang-
undangan.

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO

KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

1. Kepolisian Daerah;

2. Kejaksaan Tinggi;

3. Kanwil
Kemenkumham;

4. BNN Provinsi;

5. Pengadilan Tinggi

Evaluasi kinerja, target,
hasil, dan kendala dalam
sistem penegakan hukum.

Daerah yang dikunjungi,

yaitu:

1. Provinsi Sumatera Utara,
pada tanggal 24 s.d. 26
Agustus 2023;

2. Provinsi Jawa Tengah,
pada tanggal 24 s.d. 26
Agustus 2023;

3. Provinsi Jawa Barat, pada
tanggal 25 s.d. 28 Agustus
2023.

Sesuai Keputusan Rapat Intern
tanggal 21 Agustus 2023, bahwa
Komisi III DPR RI akan membuat
Laporan Kinerja Masa
Keanggotaan Tahun 2019-2024.
Untuk itu Komisi III DPR RI
meminta masukan dari mitra
kerja di daerah terkait dengan
Evaluasi kinerja, target, hasil,
dan kendala dalam sistem
penegakan hukum, dan Hasil
dari evaluasi akan menjadi
catatan akhir periode ini dan
menjadi panduan dalam
pengambilan kebijakan ke
depan.

11
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D. TUGAS KHUSUS

Pengganti Hakim
Konstitusi Dr.
Wahiduddin
Adams, S.H.,
M.A.

2965/KP.07.00/07/2023 tanggal 09 Juli
2023, perihal Pemberitahuan Berakhirnya
Masa Jabatan Hakim Konstitusi atas
nama Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.
yang dibacakan dalam Rapat Bamus
tanggal 24 September 2023 dan Bamus
memutuskan bahwa Komisi III DPR RI
mendapatkan penugasan untuk
melakukan uji kelayakan (fit and proper
test) Calon Hakim Konstitusi sebagai
pengganti Sdr. Dr. Wahiduddin Adams.

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Calon Hakim -— Berdasarkan Surat Ketua Mahkamah
Konstitusi Konstitusi Nomor

Rapat Intern

Komisi III DPR
RI, tanggal 28
Agustus 2023.

Komisi III DPR RI melakukan rapat Intern
guna membahas mekanisme dan tahapan
perekrutan Calon Hakim Konstitusi
pengganti Dr. Wahiduddin Adams yang
akan memasuki usia 70 tahun pada
tanggal 17 Januari 2024, maka DPR
sudah harus mengajukan pengganti
Hakim Konstitusi kepada Presiden paling
lama S5 Oktober 2023. (Maksimal 30 hari
kerja).

Sesuai dengan Keputusan Rapat Intern,
bahwa Komisi III DPR RI akan
melaksanakan perekrutan Calon Hakim
Konstitusi dengan beberapa tahapan,

Sesuai dengan :
» Pasal 26 ayat (1) UU

Mahkamah Konstitusi
disebutkan bahwa
Mahkamah Konstitusi
memberitahukan kepada
lembaga yang berwenang
(MA, Presiden dan DPR)
mengenai hakim konstitusi
yang akan diberhentikan
dalam jangka waktu paling
lama 6 (enam) bulan
sebelum memasuki usia 70
tahun.

Pasal 26 ayat (3) UU
Mahkamah Konstitusi

12




MS I Tahun Sidang 2023-2024
(16 - 30 Agustus 2023)

NO PIHAK

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

yaitu tahap publikasi/pengumuman
membuka lowongan kepada masyarakat
yang berminat dan memenuhi
persyaratan untuk mengikuti perekrutan
Calon Hakim Konstitusi, kemudian
dilakukan penseleksian administratif, dan
melakukan uji kelayakan bagi Calon
Hakim Konstitusi yang memenuhi
persyaratan yang telah ditentukan oleh
Komisi III DPR RI dan UU Mahkamah
Konstitusi. Diharapkan Komisi III dapat
melaporkan hasil uji kelayakan Calon
Hakim Konstitusi pada Rapat Paripurna
tanggal 3 Oktober 2023.

menyebutkan bahwa
Lembaga yang berwenang
yaitu DPR mengajukan
pengganti hakim konstitusi
kepada Presiden dalam
jangka waktu paling lama
30 (tiga puluh) hari kerja
sejak menerima
pemberitahuan Mahkamah
Konstitusi. Pemberitahuan
dimaksud dapat dimaknai
pada saat surat dibacakan
di sidang paripurna DPR RI
atau pada saat penugasan
Bamus kepada Komisi III
DPR RI.
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MS I Tahun Sidang 2023-2024
(16 - 30 Agustus 2023)

LAPORAN

DWI MINGGUAN

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

KOMISI IV

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | RUU tentang KONSERVASI SUMBER Pembahasan Tk. I
DAYA ALAM HAYATI DAN RUU.
EKOSISTEMNYA
B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN
NO PIHAK / WAKTU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Menteri Pertanian Rapat Kerja Membahas:
Menghadirkan Kepala tanggal 30 Agustus | 1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
. 2023. APBN TA. 2022;
Badan Pangan Nasional, 5. RKA K/L Tahun 2024:
Dirut Perum BULOG, Dirut 3' Usulan/ proZr;lrrrll progr,am yang akan
PT RNI/ Holding P ID : )
FOOD, {18_1(’)1 %ﬁ%t ;rlig;lrllpuk dilciapaii olgl;(DAK Perdasarkan kriteria
Indonesia (Persero). te fils cari nomisi, serta
4. Isu-isu aktual lainnya.
C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN
NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN

Komisi II DPRD Kabupaten
Tanah Datar Provinsi
Sumatera Barat

Audiensi tangga
Agustus 2023.

122 | Membahas mengenai materi Upaya
Sosialisasi Asuransi Usaha Tani Sapi

14



MS I Tahun Sidang 2023-2024
(16 - 30 Agustus 2023)

o p

Bupati Lingga; dan
c. Bupati Karimun.

Pendapat tanggal 29
Agustus 2023.

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
(AUTS) dan Asuransi Usaha Tani Padi
(AUTP).
2. | Penggiat Budi Daya Lobster | Audiensi tanggal 23 | Penyampaian aspirasi, kajian, serta
Nusantara Agustus 2023. temuan terhadap kebijakan larangan
ekspor benur lobster yang berdampak
langsung pada penghasilan para
nelayan di Indonesia.
3. | a. PT Pulaujaya Lestari Rapat Dengar Membahas tindak lanjut Kunjungan
b. PT Dirgantara Inti Abadi Pendapat Umum Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke
c. PT Raja Sakti Cemerlang | tanggal 28 Agustus | Provinsi Kepulauan Riau terkait
d. PT Putra Batam Jaya 2023. perizinan berusaha penggunaan
Makmur kawasan hutan dan penggunaan
e. PT Fortindo Global lahan pesisir dan pulau-pulau kecil.
mandiri
f. PT Anugerah Makmur
Persada
g. PT Koperasi Tamara Bumi
(Cabang Kepulauan Riau)
4. Walikota Batam; Rapat Dengar Hal Izin Pemanfaatan Kayu Mangrove

di Kepulauan Riau (Tindak Lanjut
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV
DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau).
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MS I Tahun Sidang 2023-2024
(16 - 30 Agustus 2023)

LAPORAN DWI MINGGUAN

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

KOMISI V

NO INSTITUSI

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

1. | Kepala BMKG dan
Kepala Badan Nasional
Pencarian dan
Pertolongan/Basarnas

RDP dilaksanakan
pada 29 Agustus
2023.

. Membahas Laporan Keuangan Pemerintah

Pusat (LKPP) APBN TA.2022;

. Membahas RKA K/L TA. 2024 BMKG dan

BNPP/Basarnas dalam Nota Keuangan
RAPBN TA. 2024.

2. | Menteri Desa, PDT dan
Transmigrasi,

Raker dilaksanakan
pada 29 Agustus
2023.

. Membahas Laporan Keuangan Pemerintah

Pusat (LKPP) APBN TA.2022;

. Membahas RKA K/L TA. 2024 Kementerian

Desa PDTT, dalam Nota Keuangan RAPBN TA.
2024.

3. | Menteri Perhubungan

Raker dilaksanakan
pada 30 Agustus
2023.

. Membahas Laporan Keuangan Pemerintah

Pusat (LKPP) APBN TA.2022;

. Membahas RKA K/L TA. 2024 Kementerian

Perhubungan, dalam Nota Keuangan RAPBN
TA. 2024.

4. | Menteri PUPR

Raker dilaksanakan
pada 30 Agustus
2023.

. Membahas Laporan Keuangan Pemerintah

Pusat (LKPP) APBN TA.2022;

. Membahas RKA K/L TA. 2024 Kementerian
PUPR, dalam Nota Keuangan RAPBN TA. 2024.

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN
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MS I Tahun Sidang 2023-2024
(16 - 30 Agustus 2023)

LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI VI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA | OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | --- Rapat Pimpinan dan Membahas dan Menetapkan
Rapat Intern pada tanggal | Program Kerja Masa Sidang I
21 Agustus 2023. Tahun Sidang 2023-2024.
2. | PT Jasa Marga (Persero) Kunjungan Spesifik ke Kunjungan Spesifik ke Provinsi
beserta konsorsiumnya Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, Surabaya dalam
Jawa Timur pada tanggal | rangka peninjauan jalan tol
28-30 Agustus 2023. Probolinggo Banyuwangi
(Gending) PT Jasa Marga
(Persero) beserta konsorsiumnya.
3. | PT Waskita Karya Kunjungan Spesifik ke Kunjungan Spesifik ke Provinsi
(Persero) Thk Sukabumi, Provinsi Jawa | Jawa Barat dalam rangka
Barat pada tanggal 28-30 | Peninjauan jalan tol Bogor Ciawi
Agustus 2023. Sukabumi (BOCIMI).
4. | PT Pelindo Kunjungan Spesifik ke Kunjungan Spesifik ke Kota
Kota Medan, Provinsi Medan, Provinsi Sumatera Utara
Sumatera Utara pada dalam rangka peninjauan PT
tanggal 28-30 Agustus Pelindo di Belawan, Medan.
2023.
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MS I Tahun Sidang 2023-2024
(16 - 30 Agustus 2023)

LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI VII
A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Kepala BRIN, Kepala BIG | Rapat Dengar Pendapat Pembahasan Laporan
dan Kepala BAPETEN dilaksanakan pada tanggal 30 Keuangan Pemerintah
Agustus 2023, pukul 10.00 WIB. | Pusar APBN TA. 2022.

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Pimpinan Komisi VII DPR a. Pelaksanaan undang-undang; a. Menyusun Jadwal
RI b. Pelaksaaan keuangan negara; Rapat Masa
c. Kebijakan Pemerintah. Sidang I Tahun
Sidang 2023-
Dilaksanakan pada tanggal 21 2024;
Agustus 2023, pukul 10.00 WIB. b. Lain-lain.
2. | Pimpinan dan Anggota a. Pelaksanaan undang-undang; a. Menetapkan
Komisi VII DPR RI b. Pelaksaaan keuangan negara; Jadwal Rapat
c. Kebijakan Pemerintah. Masa Sldang I
Tahun Sidang
Dilaksanakan pada tanggal 2023-2024;
21 Agustus 2023, pukul 13.00 WIB. |b. Menetapkan
Daerah

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN



MS I Tahun Sidang 2023-2024
(16 - 30 Agustus 2023)

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Kunjungan Kerja
Reses Masa
Persidangan I
Tahun Sidang

2023-2024;
c. Lain-lain.
3. | DPRD Provinsi Sulawesi a. Pelaksanaan undang-undang; Terkait
Tenggara b. Pelaksaaan keuangan negara; penyampaian

c. Kebijakan Pemerintah.

Dilaksanakan pada tanggal

Aspirasi DPRD
Provinsi Sulawesi

22 Agustus 2023, pukul 10.30 WIB. | Lenggara.
4. | Direktur Utama PT Inalum a. Pelaksanaan undang-undang; a. Program strategis
b. Pelaksaaan keuangan negara; Tahun 2023;
c. Kebijakan Pemerintah. b. Rencana
Dilaksanakan pada tanggal 1r%v.e§tas.1 industri
24 Agustus 2023, pukul 13.00 WIB. hilirisasi;
c. Lain-lain.

S. | Direktur Pembinaan a. Pelaksanaan undang-undang; Dugaan Illegal
Pengusahaan Batubara b. Pelaksaaan keuangan negara; Mining dan
Kementerian ESDM RI, c. Kebijakan Pemerintah. Penyalagunaan Aset
Dirut PT Truba Bara Banyu Pemerintah.

Enim (TBBE) dan Dirut PT
Rantai Mulia Kencana
Energi, Tbk (RMKE)

Dilaksanakan pada tanggal
28 Agusus 2023, pukul 13.00 WIB.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN




MS I Tahun Sidang 2023-2024
(16 - 30 Agustus 2023)

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

6. | Plt. Dirjen Minerba
Kementerian ESDM RI,

a. Pelaksanaan undang-undang;
b. Pelaksaaan keuangan negara,;

. Progres divestasi

saham PT Vale

Dirut MIND-ID dan Dirut PT | C- Kebijakan Pemerintah. Indonesia Tbk;
Vale Indonesia Tbhk Dilaksanakan pada tanggal . Lain-lain.
29 Agusus 2023, pukul 13.00 WIB.
7. | Eselon I Kementerian a. Pelaksanaan undang-undang; . Progres

ESDM

b. Pelaksaaan keuangan negara,;
c. Kebijakan Pemerintah.

pelaksaaan TA
2023;

Dilaksanakan pada tanggal -+ Lain-lain.
29 Agustus 2023, pukul 16.00 WIB.
8. | Direktur Utama PT a. Pelaksanaan undang-undang; . Penjelasan

Pertamina (Persero) dan
seluruh Dirut Subholding

b. Pelaksaaan keuangan negara;
c. Kebijakan Pemerintah.

Dilaksanakan pada tanggal

30 Agustus 2023, pukul 14.00 WIB.

investasi Blok
Masela;

. Progres ekspansi

bisnis
Internasional,

. Penjelasan BBM

RON 95;

. Distribusi LPG 3

Kg;

. Lain-lain.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN




MS I Tahun Sidang 2023-2024
(16 - 30 Agustus 2023)

LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI VIII

. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

KEMENTERIAN/ OBJEK
NO INFO SINGKAT KETERANGAN
LEMBAGA PENGAWASAN
1. | Badan Amil Zakat Pengawasan atas 1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami
Nasional (Baznas) kinerja pengumpulan realisasi pengumpulan Zakat Infak
Baznas periode 2020- Shadagah (ZIS) dan Dana Sosial
2023. Keagamaan lainnya (DSKL) secara

Nasional Tahun 2023 semester I sebesar
Rp16.351.123.821.466,- (Enam Belas
Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Satu Miliar
Seratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan
Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus
Enam Puluh Enam Rupiah) dengan
penyaluran sampai 18 Agustus 2023
sebesar 93% (Sembilan Puluh Tiga Persen)
atau sebesar Rp15.594.295.585.171,-
(Lima Belas Triliun Lima Ratus Sembilan
Puluh Empat Miliar Dua Ratus Sembilan
Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN



MS I Tahun Sidang 2023-2024
(16 - 30 Agustus 2023)

NO

KEMENTERIAN/
LEMBAGA

OBJEK
PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu
Rupiah) dan meminta BAZNAS untuk
meningkatkan pengumpulan zakat sesuai
dengan target yang telah ditetapkan.

. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi

langkah BAZNAS menjalin MoU dengan
Ditjen PHU Kementerian Agama RI dalam
penghimpunan, pengiriman, pengelolaan
dan pendistribusian daging DAM Jamaah
haji Indonesia ke seluruh pelosok
Indonesia dan mendorong adanya kerja
sama dengan Lembaga Amil Zakat dan
stakeholder lainnya dalam
pendistribusiannya.

Audiensi dengan
Komunitas Pejuang
Anak

Menerima aspirasi
dari Komunitas
Pejuang Anak
mengenai kebijakan
Pemerintah untuk
membela hak-hak
perempuan yang
kehilangan hak asuh
atas anak-anaknya.

. Meminta negara hadir untuk membela

hak-hak perempuan yang kehilangan hak
asuh akibat anaknya dikuasai oleh
ayahnya.

. Meminta Komisi VIII DPR RI mendesak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak untuk
menindaklanjuti aspirasi yang
disampaikan oleh Komunitas Pejuang
Anak.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN




MS I Tahun Sidang 2023-2024

(16 - 30 Agustus 2023)

LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI IX

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | BP2MI Rapat Dengar Pembahasan Laporan Keuangan Tertutup
Pendapat dengan Pemerintah Pusat APBN TA 2022
Kepala BP2MI, Selasa Pembahasan RKA K/L Tahun 2024
29 Agustus 2023
2. | BPOM Rapat Dengar Pembahasan Laporan Keuangan Tertutup
Pendapat dengan Pemerintah Pusat APBN TA 2022
Kepala BPOM, Selasa Pembahasan RKA K/L Tahun 2024
29 Agustus 2023 Pembahasan usulan program-program yang
akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria
teknis dari Komisi.
3. | Kementerian Rapat Kerja dengan Pembahasan Laporan Keuangan Tertutup
Kesehatan Kemenkes, Rabu 30 Pemerintah Pusat APBN TA 2022
Agustus 2023 Pembahasan RKA K/L Tahun 2024
Pembahasan usulan program-program yang
akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria
teknis dari Komisi.
4. | Kementerian Rapat Kerja dengan Pembahasan Laporan Keuangan Tertutup
Ketenagakerjaan | Kemenaker, Kamis, 31 Pemerintah Pusat APBN TA 2022
Agustus 2023 Pembahasan RKA K/L Tahun 2024

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN




MS I Tahun Sidang 2023-2024
(16 - 30 Agustus 2023)

NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
5. | BKKBN Rapat Dengar - Pembahasan Laporan Keuangan Tertutup
Pendapat dengan Pemerintah Pusat APBN TA 2022
Kepala BKKBN, Rabu |- Pembahasan RKA K/L Tahun 2024
30 Agustus 2023 - Pembahasan usulan program-program yang
akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria
teknis dari Komisi.

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA | OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN

1. | DPRD Kabupaten Tanah Konsultasi Permasalahan | Komisi IX DPR RI mengapresiasi
Datar Provinsi Sumatera BPJS di Kabupaten Tanah | dan menerima masukan dari

Barat Datar Provinsi Sumatera Komisi III DPRD Kabupaten
Barat tanggal 23 Agustus | Tanah Datar Provinsi Sumatera
2023. Barat, masukan tersebut akan

menjadi Bahan Komisi IX DPR RI
pada saat melaksanakan Rapat
Kerja dan Rapat Dengar Pendapat
dengan Mitra Kerja terkait.

2 Pengurus Pusat Audensi Terkait dengan Komisi IX DPR RI mengapresiasi
Perhimpunan Dokter Paru | Polusi Udara di Jakarta dan menerima masukan dari
Indonesia (PDPI) dan Co- | yang sudah terjadi Pengurus Pusat Perhimpunan
Founder beberapa minggu ini, yang | Dokter Paru Indonesia dan Co-

pastinya mengganggu Founder, masukan tersebut akan
Kesehatan masyarakat menjadi Bahan Komisi IX DPR RI

tanggal 24 Agustus 2023. | pada saat melaksanakan Rapat
Kerja dan Rapat Dengar Pendapat
dengan Mitra Kerja terkait.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN



MS I Tahun Sidang 2023-2024
(16 - 30 Agustus 2023)

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

3 Pengurus Pusat Forum
Penyuluh Nusantara

Audiensi terkait dengan
Status Petugas Lapangan
Keluarga Berencana
(PLKB) Non ASN tanggal
28 Agustus 2023.

Komisi IX DPR RI mengapresiasi
dan menerima masukan dari
Pengurus Pusat Forum Penyuluh
Nusantara, masukan tersebut
akan menjadi bahan Komisi IX
DPR RI pada saat melaksanakan
Rapat Kerja dan Rapat Dengar
Pendapat dengan Mitra Kerja
terkait.

4 Pengurus Aliansi Apoteker
Dan Asisten Apoteker
Peduli Negeri (AAPN)

a. Perkumpulan Apoteker
Seluruh Indonesia
(PASI)

b. Kesatuan Aksi
Memperjuangkan
Profesi Apoteker Kuat
(KAMPAK)

Audiensi terkait dengan
telah disahkannya
Undang-undang Nomor 17
tahun 2023 tentang
Kesehatan tanggal 29
Agustus 2023.

Komisi IX DPR RI mengapresiasi
dan menerima masukan dari
Pengurus Aliansi Apoteker Dan
Asisten Apoteker Peduli Negeri
(AAPN), Perkumpulan Apoteker
Seluruh Indonesia (PASI) dan
Kesatuan Aksi Memperjuangkan
Profesi Apoteker Kuat (KAMPAK),
masukan tersebut akan menjadi
bahan Komisi IX DPR RI pada
saat melaksanakan Rapat Kerja
dan Rapat Dengar Pendapat
dengan Mitra Kerja terkait.

S Rapat Kerja dengan
Kementerian Kesehatan

- Penjelasan terkait

perkembangan
penyusunan peraturan
pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 17
Tahun 2023 tentang
Kesehatan, termasuk

1. Komisi IX DPR RI mendesak
Kementerian Kesehatan RI
secara serius melakukan
langkah-langkah strategis
penanganan dampak polusi
udara terhadap kesehatan, di
antaranya:

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN




MS I Tahun Sidang 2023-2024
(16 - 30 Agustus 2023)

NO

KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

uraian poin-poin
pengaturannya.

- Penjelasan terkait

strategi dan langkah
strategis yang diambil
dalam pencegahan dan
penanganan dampak
polusi udara terhadap
kesehatan.

- Penjelasan rencana

jangka menengah dan
jangka panjang kerja
sama bilateral dan
multilateral bidang
kesehatan.

- Penjelasan terkait

penyusunan anggaran
kesehatan melalui
Rencana Induk
Berbasis Kesehatan
(RIBK).

Tanggal 30 Agustus 2023.

a. bersama
kementerian/lembaga lain
meningkatkan koordinasi
lintas sektor dalam
penanganan dampak polusi
udara terhadap kesehatan,
khususnya untuk
mendorong pengendalian
polusi udara di sisi hulu
dan menyusun kebijakan
pengendalian polusi udara
secara terpadu,;

b. penguatan database
pemantauan kualitas
udara;

c. intensifikasi Komunikasi,
Informasi dan Edukasi
(KIE) dampak polusi udara
terhadap kesehatan; dan

d. mengantisipasi penanganan
kesehatan masyarakat yang
terdampak polusi udara
(pembiayaan, fasilitas
pelayanan kesehatan dan
SDM kesehatan).

2. Komisi IX DPR RI mendesak

Kementerian Kesehatan RI
untuk:

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN




MS I Tahun Sidang 2023-2024
(16 - 30 Agustus 2023)

NO

KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

a. Memperhatikan isu-isu

kunci dan masukan Komisi
IX DPR RI sepanjang
pembahasan RUU
Kesehatan dalam proses
penyusunan peraturan
pelaksana Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2023;

. Mengintensifkan sosialisasi

Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2023 tentang
Kesehatan ke seluruh
pemangku kepentingan,
termasuk pemerintah
daerah; dan

. Memastikan adanya

partisipasi publik yang
bermakna dalam
penyusunan peraturan
pelaksana Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2023
dengan melibatkan seluruh
komponen masyarakat
sesuai amanat Undang-
Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN




MS I Tahun Sidang 2023-2024
(16 - 30 Agustus 2023)

NO

KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Komisi IX DPR RI mendesak
Kementerian Kesehatan RI
dan pemerintah daerah untuk
menyelesaikan konsep
Rencana Induk Bidang
Kesehatan (RIBK) secara
matang dengan
mempertimbangkan
kemampuan pemerintah
daerah dan badan usaha
(swasta/BUMN/BUMD) dalam
mengimplementasikan RIBK
tersebut.

Komisi IX DPR RI mendukung
diplomasi internasional
bidang kesehatan yang
dilakukan Kementerian
Kesehatan RI dengan tetap
memperhatikan peruntukan
kerja sama bilateral dan
multilateral untuk agenda
transformasi kesehatan,
khususnya penguatan
transformasi layanan primer.
Komisi IX DPR RI meminta
Kementerian Kesehatan RI
untuk meningkatkan
komunikasi publik terhadap
hasil kinerja Kementerian

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN




MS I Tahun Sidang 2023-2024
(16 - 30 Agustus 2023)

NO

KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Kesehatan RI, termasuk hasil
kerja sama bilateral-
multilateral dalam melakukan
agenda transformasi
kesehatan.

Komisi IX DPR RI meminta
jawaban tertulis atas
pertanyaan Anggota untuk
diserahkan ke Komisi IX DPR
RI paling lambat tanggal

6 September 2023.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI X

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Rancangan Undang- Rapat Intern Panja RUU Secara umum Panja RUU
Undang Republik Kepariwisataan, dengan Kepariwisataan menyetujui
Indonesia Nomor ... agenda: jadwa] kegiatan pada MPITS
Tahun ...Tentang 1. Penyusunan agenda dan | 2023--2024, dengan
Perubahan Atas Undang- program kerja Panja menambahkan kegiatan
Undang Nomor 10 Tahun RUU Keparlwlsataan seminar/konsinyasi tentang
2009 ’.l‘efltang pada Maga Sidang 1 RUU Kepariwisataan dengan
Kepariwisataan Tahun Sidang 2023— K kraf/B kraf
2024 emenparekraf/Baparekra
2. Lain-lain. RL.
B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN
NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Kemendikbudristek | Raker. 1. Mendikbudristek RI menyampaikan
RI Kamis, 31 Agustus pagu anggaran berdasarkan nota
2023. keuangan RAPBN TA 2024 sebesar
1. Pembahasan RKA- Rp97.701.768.771.000,- (Sembilan
KL TA 2024. puluh tujuh triliun tujuh ratus satu
2. Pembahasan miliar tujuh ratus enam puluh
Program-Program delapan juta tujuh ratus tujuh puluh
yang akan didanai satu ribu rupiah).
oleh DAK.
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MS I Tahun Sidang 2023-2024
(16 - 30 Agustus 2023)

NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN

2. Komisi X DPR RI masih
memerlukan pendalaman terhadap
pagu anggaran dan akan
melakukan pendalaman melalui
RDP dengan eselon I
Kemendikbudristek RI dalam waktu
dekat.

3. Catatan Komisi X DPR RI terkait
pagu, adalah mendesak
Kemendikbudristek RI untuk:

a. Menyajikan data program, target
dan anggaran yang bersinergi
dengan arah kebijakan dan
strategi Kemendikbudristek
dalam RKP TA 2024 serta
rasionalisasi alokasi anggaran
terhadap setiap perubahan atau
kenaikan/penurunan target.

b. Memastikan pandangan dan
masukan yang disampaikan
anggota Komisi X DPR RI dalam
pembahasan pendahuluan Pagu
Indikatif TA 2024 tanggal 31 Mei
2023, RDP tanggal 5-7 Juni
2023, Raker 9 Juni 2023, dan
Raker hari ini, agar sudah
disajikan daam RKA/KL RAPBN
TA 2024 dan menjadi baran
RDP/Konsinyasi pendalaman.
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2023.

1. Pembahasan RKA-
KL TA 2024.

2. Pembahasan
Program-Program
yang akan didanai
oleh DAK.

Nota Keuangan RAPBN TA 2024,
pagu anggaran/sementara
Kemenparekraf/Baparekraf RI
sebesar Rp3.416.787.309.000,- (Tiga
triliun empat ratus enam belas miliar
tujuh ratus delapan puluh tujuh juta
tiga ratus sembilan ribu rupiah).

. Komisi X DPR RI masih memerlukan

pendalaman terhadap pagu

anggaran

Kemenparekraf/Baparekraf RI pada

RAPBN TA 2024, dengan catatan

mendorong

Kemenparekraf/Baparekraf RI agar:

a. Menyeimbangkan pemenuhan
terhadap kebutuhan anggaran
bidang Parekraf antara wilayah
perkotaan, pedesaan maupun
daerah terpencil, destinasi
prioritas dengan non-prioritas, di
antaranya melalui penguatan
DAK.

b. Lebih memperhatikan program
peningkatan kualitas SDM dan
memperbanyak akses pemodalan
bagi para pelaku Parekraf,
termasuk memperkuat peran

NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
2. | Kemenparekraf/Bap | Raker. 1. Menparekraf/Kepala Baparekraf RI
arekraf RI Kamis, 31 Agustus menyampaikan bahwa berdasarkan
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Nasional RI

Kamis, 31 Agustus

2023.

1. Pembahasan RKA-
KL TA 2024.

2. Pembahasan
Program-Program
yang akan didanai
oleh DAK.

berdasarkan Nota Keuangan RAPBN
Tahun Anggaran 2024, pagu
anggaran Perpusnas RI sebesar
Rp721.194.774.000,- (Twuh ratus
dua puluh satu miliar seratus
sembilan puluh empat juta tujuh
ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

. Perpusnas RI menyampaikan Pagu

Anggaran DAK Fisik Sub-Bidang
Perpustakaan Tahun 2024 adalah
sebesar Rp525.000.000.000,- (Lima
ratus dua puluh lima miliar rupiah).

. Komisi X DPR RI menyetujui alokasi

anggaran Perpusnas RI pada RAPBN
TA 2024 sebesar
Rp721.194.774.000,- (Tujuh ratus
dua puluh satu miliar seratus
sembilan puluh empat juta tujuh
ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
dan selanjutnya akan disampaikan
ke Badan Anggaran DPR RI untuk
dilakukan pembahasan lebih lanjut.

. Komisi X DPR RI mendorong

Perpusnas RI agar memperhatikan
catatan dan masukan anggota
Komisi X DPR RI dalam melakukan

NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
UMKM Ekraf dan memperbanyak
Desa Wisata.

2. | Perpustakaan RDP . Perpusnas RI menyampaikan bahwa
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NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
penyesuaian terhadap program kerja
dan anggaran Perpusnas RI TA
2024.
C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN
NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK INFO SINGKAT KETERANGAN
PENGAWASAN
1. | Rapat Intern Komisi X Laporan Keuangan Persiapan pembahasan LKPP 2022,
Pemerintah Pusat dengan membahas isu-isu strategis
(LKPP) TA 2022 yang ditemukan BPK RI.
tanggal 23 Agustus
2023.
2 | Rapat Intern Komisi X Laporan Keuangan Persiapan pembahasan LKPP 2022,
Pemerintah Pusat dengan membahas isu-isu strategis
(LKPP) TA 2022 yang ditemukan BPK RI.
tanggal 29 Agustus
2023.
3 | Kemendikbudristek RI Laporan Keuangan 1. Komisi X DPR RI menekankan

Pemerintah Pusat
(LKPP) TA 2022
tanggal 30 Agustus
2023.

Kemendikbudristek RI agar hasil
pembahasan Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat 2022 (LKPP
2022) termasuk di dalamnya
pelaksanaan program kerja TA
2022 berdasarkan hasil
pemeriksaan BPK semester I dan
II serta Laporan Hasil
Pemeriksaan Dengan Tujuan
Tertentu (LHP DTT), harus
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NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK

PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

menjadi rujukan dalam

pembahasan RAPBN TA 2024,

khususnya dalam penentuan

program dan anggarannya.
2. Beberapa isu yang mengemuka
antara lain:

- Tindak lanjut temuan terkait
platform digital pendidikan dan
pekerjaan sewa public cloud
platform pendidikan TA 2022.

- Standar penggunaan indikator
di setiap jenjang secara
konsisten antara lain APK,
APM, APS.

- Dapodik.

4. | Kemenparekraf/Baparekraf
RI

Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat
(LKPP) TA 2022
tanggal 30 Agustus

2023.

Komisi X DPR RI mendorong
Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk
segera menindaklanjuti dan
menyelesaikan temuan hasil
pemeriksaaan BPK Tahun 2022:

a. Terkait adanya temuan kerugian
negara sebesar Rp262.453.354
(Dua ratus enam puluh dua juta
empat ratus lima puluh tiga ribu
tiga ratus lima puluh empat
rupiah).

b. Terkait 9 temuan dan 39
rekomendasi untuk
Kemenparekraf/Baparekraf RI
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Pemerintah Pusat
(LKPP) TA 2022
tanggal 30 Agustus
2023.

catatan antara lain, mendorong

Kemenpora RI agar:

a. Menuntaskan rekomendasi BPK
TA 2022 sebagaimana HAPSEM
[ dan II yang belum
terselesaikan dan
menyampaikan uraian dari
paparan halaman 6 dan 7.

b. Penyusunan RAPBN TA 2024,
dilakukan dengan basis
evaluasi dari pelaksanaan
Rekomendasi BPK Tahun
Anggaran 2022.

c. Dalam upaya meningkatkan
IPP, perlu penguatan peran
Kemenpora RI sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
di antaranya Perpres Nomor 43
Tahun 2022 tentang Koordinasi
Strategis Lintas Sektor
Penyelenggaraan Pelayanan
Kepemudaan.

d. Memberikan perhatian terhadap
ketersediaan anggaran bagi
pelaksanaan Perpres Nomor 86

OBJEK
NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
yang tercantum dalam laporan
Hasil Pemeriksaan BPK semester II
Tahun 2022.
5. | Kemenpora RI Laporan Keuangan Komisi X DPR-RI menyampaikan
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MS I Tahun Sidang 2023-2024
(16 - 30 Agustus 2023)

NO

KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK
PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Tahun 2021 tentang DBON
maupun Inpres Nomor 3 Tahun
2019 tentang Percepatan
Pembangunan Persepakbolaan
Nasional.

Perpusnas RI

Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat
(LKPP) TA 2022
tanggal 30 Agustus
2023.

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi
kinerja Perpusnas RI atas realisasi
anggaran TA 2022 sebesar 98,22%
atau sebesar Rp648.546.192.548,-
(enam ratus empat puluh delapan
miliar lima ratus empat puluh enam
juta seratus sembilan puluh dua
ribu lima ratus empat puluh
delapan rupiah) dari pagu definitif
TA 2022 sebesar
Rp660.304.500.000,- (enam ratus
enam puluh miliar tiga ratus empat
juta lima ratus ribu rupiah).

2. Komisi X DPR RI mendesak

Perpusnas RI menyampaikan
perkembangan tindak lanjut hasil
pemeriksaan BPK RI yang
dilaksanakan oleh Inspektorat
terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan program prioritas TA
2022 (IHPS semester I halaman 56
s.d 57).
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MS I Tahun Sidang 2023-2024
(16 - 30 Agustus 2023)

LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI XI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

KEMENTERIA/
NO LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1 | Menteri Keuangan | Laporan Keuangan Komisi XI DPR RI bersama dengan

Kementerian Keuangan | Menteri Keuangan menyepakati hal-hal

pada APBN Tahun sebagai berikut:

Anggaran 2022. 1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh
penjelasan tentang laporan capaian

Rapat kerja akuntabilitas dan laporan kinerja

dilaksankan tanggal 30 tahun 2022,

Agustus 2023.
EUSTUS 2. Komisi XI DPR RI mengapresiasi

capaian Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) Kementerian Keuangan untuk
APBN TA 2022 dan WTP yang ke-12
secara berturut-turut.

3. Menteri Keuangan wajib
menindaklanjuti rekomendasi BPK RI
dan rekomendasi Komisi XI DPR RI
atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
terhadap Laporan Keuangan
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KEMENTERIA/

No LEMBAGA

KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN

Kementerian Keuangan Tahun
Anggaran 2022, serta melaporkan
kinerja tindak lanjut tersebut kepada
Komisi XI DPR RI.

4. Menteri Keuangan meningkatkan
kinerja Kementerian Keuangan yang
ditunjukkan dengan menuntaskan
berbagai hambatan dan permasalahan
untuk mencapai kinerja pada hal-hal
sebagai berikut:

1) Tingkat pertumbuhan ekonomi;

2) Indeks efektivitas kebijakan fiskal,

3) Persentase realisasi penerimaan
negara;

4) Indeks efisiensi pelayanan ekspor-
impor dan logistik;

S) Indeks kualitas belanja
pemerintah;

6) Tingkat efektivitas pengendalian
risiko keuangan negara.

5. Menteri Keuangan dengan
kewenangannya sebagai Pengelola
Fiskal dan Bendahara Umum Negara,
akan terus memperkuat dan
mempertajam kualitas belanja
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KEMENTERIA/

LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN

NO

Kementerian/Lembaga (spending
better) pada APBN tahun anggaran
selanjutnya, yang ditunjukkan dengan
belanja yang semakin produktif,
menghasilkan multiplier effect
terhadap perekonomian, dan efektif
dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dengan indikator yang
terukur.

6. Menteri Keuangan akan
memperhatikan kinerja dan tindak
lanjut mengenai hal-hal sebagai
berikut: insentif perpajakan dunia
usaha, kinerja Badan Layanan Umum
(BLU), implementasi Undang-Undang
HPP dan Undang-Undang HKPD,
efektivitas kebijakan fiskal untuk
Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis
Baterai (Battery Electric Vehicle), dan
belanja negara menurut fungsi.

7. Menteri Keuangan akan memberikan
jawaban tertulis atas pertanyaan dan
tanggapan Pimpinan dan Anggota
Komisi XI DPR RI sebelum
pembahasan Rencana Kerja dan
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KEMENTERIA/
NO LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
Anggaran Kementerian Keuangan
dalam RAPBN Tahun Anggaran 2024.
2 | Menteri PPN/ Laporan Keuangan Komisi XI DPR RI bersama dengan Menteri

Kepala Bappenas

Kementerian
PPN/Bappenas pada
APBN Tahun Anggaran
2022.

Rapat kerja
dilaksankan tanggal 30
Agustus 2023.

PPN /Kepala Bappenas menyepakati hal-
hal sebagai berikut:
1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh

penjelasan tentang laporan capaian
akuntabilitas dan laporan kinerja
tahun 2022.

. Komisi XI DPR RI mengapresiasi

capaian Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) Kementerian PPN /Bappenas
untuk APBN TA 2022 dan WTP yang
ke-15 secara berturut-turut.

. Menteri PPN /Kepala Bappenas wajib

menindaklanjuti rekomendasi BPK RI
dan rekomendasi Komisi XI DPR RI
atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
terhadap Laporan Keuangan
Kementerian PPN /Bappenas Tahun
Anggaran 2022, serta melaporkan
kinerja tindak lanjut tersebut kepada
Komisi XI DPR RI.

. Menteri PPN /Kepala Bappenas

meningkatkan kinerja Kementerian
PPN /Bappenas yang ditunjukkan
dengan kualitas kinerja dalam
mencapai hal-hal sebagai berikut:
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KEMENTERIA/

NO LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1) Perencanaan Pembangunan
Nasional;
2) Pengendalian Pembangunan
Nasional;

3) Rekomendasi Kebijakan
Penyelesaian Isu Strategis yang
dijalankan oleh K/L;

4) Rekomendasi Kebijakan Inovasi
Pembangunan Nasional yang
dijalankan oleh K/L;

5) Reformasi Birokrasi Kementerian
PPN/Bappenas;

6) Kepuasan Pemangku
Kepentingan (Stakeholder) di
Bidang Perencanaan
Pembangunan Nasional;

7) Integrasi Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan
Nasional.

5. Menteri PPN /Kepala Bappenas
memperkuat dan mempertajam
kinerja dalam penyusunan,
penetapan, pengendalian
pelaksanaan, dan evaluasi
pelaksanaan Rencana Kerja
Pemerintah yang diarahkan untuk
mencapai pembangunan nasional
yang berkualitas.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN



MS I Tahun Sidang 2023-2024
(16 - 30 Agustus 2023)

KEMENTERIA/

No LEMBAGA

KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN

6. Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan
kewenangannya dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional,
akan terus memperkuat dan
mempertajam kualitas belanja
Kementerian/Lembaga (spending
better) pada APBN tahun anggaran
selanjutnya, yang ditunjukkan dengan
belanja yang semakin produktif,
menghasilkan multiplier effect
terhadap perekonomian, dan efektif
dalam meningkatkan kesejahteraan
rakyat dengan indikator yang terukur.

7. Menteri PPN/Kepala Bappenas
memperhatikan kinerja dan tindak
lanjut mengenai hal-hal sebagai
berikut: Progres Major Project, Tindak
lanjut capaian output rekomendasi
kebijakan, Roadmap dan rencana aksi
pada program-program pemerintah.

8. Menteri PPN/Kepala Bappenas akan
memberikan jawaban tertulis atas
pertanyaan dan tanggapan Pimpinan
dan Anggota Komisi XI DPR RI
sebelum pembahasan Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian
PPN /Bappenas dalam RAPBN Tahun
Anggaran 2024.
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C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1 | OJK dan Himbara Kota Kunjungan Kerja Dalam rangka percepatan akses
Denpasar Spesifik tanggal 24 — 26 | keuangan daerah.
Agustus 2023.
2 | Bank Indonesia Kunjungan Kerja Kontribusi BI dalam Gerakan Nasional
Kabupaten Badung Spesifik tanggal 24 — 26 | Bangga Buatan Indonesia dan Bangga
Agustus 2023. Berwisata di Indonesia.
3 | LPS Kabupaten Tabanan Kunjungan Kerja Implementasi literasi keuangan dan
Spesifik tanggal 24 — 26 | pelindungan konsumen oleh LPS di
Agustus 2023. Kabupaten Tabanan.
4 | Rapat Dengar Pendapat Rapat dilaksankan Terkait Organisasi, Tata Kerja, dan Tertutup.
dengan Ketua Badan tanggal 29 Agustus Anggaran BSBI Tahun 2024.
Supervisi Bank Indonesia | 2023.
(BSBI)
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LAPORAN DWI MINGGUAN
BADAN LEGISLASI

NO JUDUL RUU/INSTANSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN

1. --- Rapat Pimpinan Agenda acara pembahasan Rancangan
Badan Legislasi DPR | Jadwal Rapat-Rapat Badan Legislasi
RI, Senin, 21 Agustus pada Masa Sidang I TS 2023-2024.

2023 pukul 11.00

WIB.

2. Rapat Pleno Badan Agenda Penetapan Rancangan jadwal
Legislasi DPR RI, Rapat-Rapat Badan Legislasi Masa
Senin, 21 Agustus Sidang [ TS 2023-2024.
2023 pukul 13.00 1. Badan Legis.lasi menyetujui
WIB. Rancangan jadwal acara rapat-

rapat Badan Legislasi Masa
Persidangan I Tahun Sidang 2023-
2024 untuk ditetapkan dan
dilaksanakan dengan catatan
jadwal acara rapat bersifat fleksibel
dan dapat disesuaikan dengan
kebutuhan.

2. Tenaga Ahli Badan Legislasi
diharapkan dapat memberikan
dukungan lebih optimal kepada
Pimpinan dan Anggota Badan
Legislasi dalam rangka
penyelesaian tugas-tugas di Badan
Legislasi.
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NO

JUDUL RUU/INSTANSI

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

3.

Menteri Hukum dan
HAM RI dan Panitia
Perancangan Undang-
Undang DPD RI

Rapat Kerja Badan
Legislasi, Selasa 22
Agustus 2023 pukul
15.00 WIB.

Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas
Tahun 2023.

1.

Menambahkan 4 (empat) RUU ke
dalam Prolegnas RUU Perubahan
Prioritas Tahun 2023, yaitu: RUU
tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun
2025-2045; RUU tentang Penilai;
RUU tentang Pengelolaan Ruang
Udara Nasional; dan RUU tentang
Permuseuman;

. Menarik 9 (sembilan) RUU dari

Prolegnas RUU Perubahan Keempat
RUU Tahun 2020-2024, yaitu: RUU
tentang Wabah; RUU tentang Praktik
Kedokteran; RUU tentang Perubahan
Atas UU Nomor 21 Tahun 2011
Tentang Otoritas Jasa Keuangan,;
RUU tentang Perubahan Kedua Atas
UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang
Bank Indonesia; RUU tentang
Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan;
RUU tentang Penjaminan Polis; RUU
tentang Perubahan Atas UU Nomor 8
Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
RUU tentang Perubahan atas UU
Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana
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NO

JUDUL RUU/INSTANSI

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Pensiun; dan RUU tentang Pelaporan
Keuangan; dan

. Menambahkan 3 (tiga) RUU ke dalam

Prolegnas RUU Perubahan Keempat
RUU Tahun 2020-2024, yaitu RUU
tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun
2025-2045, RUU tentang Pembinaan
Hukum Nasional, dan RUU tentang
Permuseuman.

Asosiasi Perusahaan
Minyak dan Gas
(Aspermigas)

RDPU Badan
Legislasi, Rabu, 23
Agustus 2023 pukul
10.00 WIB.

. Pengharmonisasian, pembulatan,

dan pemantapan konsepsi RUU
tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi.

. Badan Legislasi menerima seluruh

masukan/pandangan yang telah
disampaikan oleh Aspermigas dan
meminta jawaban tertulis terhadap
pertanyaan yang terlah disampaikan
oleh Anggota.

Komisi I DPRD
Kabupaten Tanah Datar
Provinsi Sumatera Utara

Audiensi Badan
Legislasi (diterima
oleh Ibu Hj. Lisda
Hendrajoni
didampingi oleh
Kabag. Set. Baleg dan
Tenaga Ahli Baleg),

Konsultasi terkait dengan RUU tentang
Masyarakat Hukum Adat.

1.

DPRD Kab. Tanah Datar meminta
informasi dan masukan mengenai
penyelesaian Rancangan Perda
masyarakat hukum adat yang belum
selesai.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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Rabu, 23 Agustus 2. Meminta penjelasan terkait dengan

2023 pukul 13.30 RUU tentang Perubahan Kedua atas

WIB. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa.

6. | RUU tentang STATISTIK | Rapat Badan 1. Presentasi Tim Ahli atas

Legislasi, Kamis, 24 penyempurnaan draf RUU tentang

Agustus 2023 pukul Statistik. _

13.00 WIB. 2. Pembahasan lebih mendalam
substansi RUU tentang Statistik
akan dilakukan dalam Rapat Panja
yang akan dijadwalkan oleh
Sekretariat.

7. | Kementerian Energi dan | Rapat Dengar Pengharmonisasian, pembulatan, dan

Sumber Daya Mineral
(KemenESDM)

Pendapat (RDP)
Badan Legislasi,
Selasa, 29 Agustus
2023 pukul 13.00
WIB.

pemantapan konsepsi RUU tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak
Dan Gas Bumi.

1. Mendengarkan masukan/pandangan

dari KemenESDM yang diwakili oleh
Direktur Jenderal Minyak Dan Gas
(Dirjen Migas) Atas RUU Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2001
Tentang Minyak Dan Gas Bumi.

2. Seluruh masukan/pandangan yang

telah disampaikan oleh Dirjen Migas
dan Anggota Panja akan menjadi
bahan masukan dalam rangka
pengharmonisasian, pembulatan,

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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dan pemantapan konsepsi RUU
tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi.

Satuan Kerja Khusus
Pelaksana Kegiatan
Usaha Huku Minyak dan
Gas Bumi (SKK Migas)

Rapat Dengar
Pendapat (RDP)
Badan Legislasi,
Rabu, 30 Agustus
2023 pukul 13.00
WIB.

Pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi RUU tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak
Dan Gas Bumi.

1. Mendengarkan masukan/pandangan

dari SKK Migas yang disampaikan
oleh Kepala SKK Migas atas RUU
tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi.

2. Seluruh masukan/pandangan yang

telah disampaikan oleh SKK Migas
dan Anggota Panja akan menjadi
bahan masukan dalam rangka
pengharmonisasian, pembulatan,
dan pemantapan konsepsi RUU
tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2001 Tentang Minyak Dan Gas
Bumi.
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BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | KSR - BKSAP | BKSAP Day Pacitan Wakil Ketua BKSAP BKSAP DPR RI, Putu
tanggal 17 - 19 Supadma Rudana (F-PD) selaku Ketua
Agustus 2023. Delegasi melaksanakan sosialisasi diplomasi

Parlemen BKSAP Day: Peran Strategis
Diplomasi Parlemen dalam Percepatan
Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan Berbasis Keunggulan Daerah di
Pacitan, Jawa Timur (18/8/2023).

Delegasi BKSAP yang hadir pada kegiatan
tersebut, Ketua BKSAP Dr. Fadli Zon (F-
P.Gerindra) Wakil Ketua BKSAP Gilang
Dhielafararez (F-PDIP), Sukamta Ph.D (F-PKS),
dan Ir. Achmad Hafisz Tohir (F-PAN) serta
Anggota BKSAP Linda Megawati (F-PD), Didi
Irawadi Syamsudin (F-PD) dan Hasani Bin
Zuber, S.IP (F-PD) melakukan pertemuan
dengan Pemerintah Daerah Pacitan beserta
jajarannya serta Rektor dan Mahasiswa dari 4
universitas di Pacitan. Delegasi disambut oleh
Sekretaris Daerah Pacitan mewakili Bupati
Pacitan.

Dalam sambutan pembukaan Ketua BKSAP
DPR RI Dr. Fadli Zon yang menekankan
pentingnya Diplomasi Parlemen dalam
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memperkuat potensi daerah di Indonesia, dan
bahwa BKSAP dapat menjadi jembatan
penghubung daerah-daerah di Indonesia
dengan aktor internasional.

Ketua Delegasi BKSAP Day Putu Supadma
Rudana dalam paparannya terkait fungsi dan
peran BKSAP menjelaskan bagaimana BKSAP
menghubungkan daerah-daerah di Indonesia
dengan aktor internasional untuk memenuhi
potensinya.

Selanjutnya dilaksanakan diskusi yang
memuat berbagai pertanyaan dan masukan
dari peserta diskusi, diselingi dengan
penampilan video pariwisata Kabupaten
Pacitan, tukar menukar cindera mata dan foto

bersama.
2. | KSR - BKSAP | BKSAP Day Ponorogo Delegasi BKSAP dipimpin oleh Ketua BKSAP,
tanggal 19 Agustus Dr. Fadli Zon, M.Sc. (F-PGerindra), terdiri dari
2023. Wakil Ketua BKSAP BKSAP DPR RI, Gilang

Dhielafararez, SH., L.LM (F-PDIP), Putu
Supadma Rudana (F-PD), dan Ir. Achmad
Hafisz Tohir (F-PAN) serta Anggota BKSAP,
Vanda Sarundajang, S.IP (F-PDIP)
melaksanakan kegiatan BKSAP Day dengan
tema “Penguatan Implementasi Diplomasi
Parlemen melalui Potensi Budaya Daerah” di
Pendopo Pemerintah Kabupaten Ponorogo
Sabtu, 19 Agustus 2023.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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Delegasi disambut dan diterima oleh Bupati
Ponorogo, Sugiri Sancoko beserta jajaran.
Selain dihadiri oleh Dosen ISI, Basuki Teguh
Yuwono, sebagai narasumber, kegiatan
dihadiri oleh Rektor beserta Mahasiswa dari
Universitas Muhammadiyah dan IAIN
Ponorogo serta tokoh masyarakat dan pegiat
seni dan budaya.

Kegiatan beragendakan pemaparan tentang
Penguatan Implementasi Diplomasi Parlemen
melalui Potensi Budaya Daerah oleh Ketua
BKSAP dan presentasi tentang Peran Strategis
Diplomasi Parlemen Berbasis Budaya Daerah
oleh Dosen ISI yang dilanjutkan dengan dialog
tanya jawab dan tukar menukar cindera mata
serta dimeriahkan dengan pertunjukan Reog
Ponorogo oleh Paguyuban Tari Reog Ponorogo.

3. | KSI - BKSAP BKSAP Day Jepara Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Gilang
tanbggal 21 — 23 Dhielafararez (F-PDIP) selaku ketua delegasi
Agustus 2023. melaksanakan sosialisasi Diplomasi Parlemen

BKSAP Day yang bertema “Diplomasi Parlemen
untuk Membangun Sumber Daya Manusia yan
Unggul” di Universitas Islam Nahdatul Ulama,
Jepara, Jawa Tengah (22/08/2023).

Dipimpin oleh Gilang Dhielafararez, Ketua
BKSAP Dr. Fadli Zon (F-PGerindra), Wakil
Ketua Putu Supadma Rudana (F-PD) dan
Achmad Hafisz Tohir (F-PAN) serta Anggota
BKSAP yakni Irine Yusiana Roba Putri (F-
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PDIP), Adde Rosi Khoerunnisa (F-PGolkar),
Arzetti Bilbina (F-PKB), Hasani Bin Zuber (F-
PD), dan Syahrul Aidi Ma’azat (F-PKS) bertemu
dengan para rektor dan mahasiswa/mahasiswi
Universitas Islam Nahdatul Ulama Jepara
beserta perwakilan dari Pemerintah
Kabupaten Jepara.

Acara dimulai dengan sambutan rektor
Universitas Islam Nahdatul Ulama Jepara, dan
juga Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon.
Dalam pembukaannya, Dr. Fadli Zon
Menekankan bahwa kehadiran delegasi disini
selain untuk mensosialisasikan kerja DPR RI
dalam melaksanakan fungsi diplomasi
parlemen, juga untuk memberikan
pengetahuan dan wawasan terkait pentingnya
meningkatkan kualitas sumber daya manusia
di era globalisasi dan kemajuan teknologi.

Ketua delegasi gilang Dhielafararez dalam
paparannya juga secara rinci memberikan
informasi terkait fungsi diplomasi parlemen
yang dapat berkontribusi untuk SDM dalam
Negeri seperti usulan dan mendukung resolusi
terkait SDM di forum-forum parlemen , dan
juga menjadi jembatan untuk kolaborasi
dengan organisasi internasional, univeritas,
dan negara/parlemen lain dalam hal
pelatihan.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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Pertemuan juga mencakup sesi tanya jawab
dan mendengarkan aspirasi dari para
mahasiswa/mahasiswi yang bertujuan untuk
memperkuat diplomasi parlemen dikancah

internasional.
4. | KSR - BKSAP | BKSAP Day Blora Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen
tanggal 25 - 28 (BKSAP) DPR RI Fadli Zon dari Fraksi Gerindra
Agustus 2023. memimpin Delegasi BKSAP Day pada

Kunjungan Kerja bersama Wakil Ketua BKSAP
Achmad Hafisz Tohir dari Fraksi PAN dan
Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana
dari Fraksi Partai Demokrat, ke Kabupaten
Blora, Jawa Tengah, Sabtu (26/8/2023).

Dr. Fadli Zon mendorong pengembangan
potensi dan promosi budaya daerah melalui
diplomasi parlemen. Disampaikan pula
melalui agenda rutin BKSAP Day, BKSAP
menjalin komunikasi dan menggali masukan
dari pemangku kepentingan di daerah,
khususnya kabupaten Blora, guna
memperkaya intervensi dan resolusi yang
dibawa BKSAP di sidang-sidang internasional
sebagai bagian dari implementasi diplomasi
parlemen.

Dalam konteks tugas dan fungsinya, BKSAP
juga dapat menjembatani kebutuhan
pemerintah daerah untuk membangun
koneksi di tingkat regional dan global,
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khususnya dalam rangka mempromosikan
potensi yang dimiliki oleh daerah.

Dr. Fadli Zon menjelaskan bahwa Kebudayaan
dan Ekspresi Budaya merupakan bagian dari
Kekayaan Nasional dan merupakan elemen
penting dalam diplomasi soft power Indonesia.

5. | KSB - BKSAP Pimpinan dan Anggota
BKSAP serta GKSB
Kroasia mendampingi
Wakil Ketua DPR RI
bidang Korpolkam
menerima Wakil Ketua
dan Delegasi Parlemen
Kroasia tanggal 28

Agustus 2023.

Pimpinan dan Anggota BKSAP serta GKSB
DPR RI - Parlemen Kroasia mendampingi
Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam,
Lodewijk F. Paulus menerima Delegasi
Parlemen Kroasia yang dipimpin oleh Wakil

Ketua Parlemen Kroasia, H.E. Mr. Davorko
Vidovic di DPR RI (28 /08/2023).

DPR RI menyambut baik kunjungan Delegasi
Parlemen Kroasia yang kiranya dapat
meningkatkan hubungan antara Indonesia —
Kroasia. Sebagai informasi, kunjungan
tersebut merupakan kunjungan pertama yang
dilakukan oleh Parlemen Kroasia ke Indonesia
setelah sekian lama. Pertemuan membahas
berbagai peluang dan peningkatan kerja sama
antara kedua negara, khusunya pada bidang
pertahanan dan keamanan, ekonomi dan
perdagangan, pariwisata dan diplomasi
parlemen.

Indonesia memandang Kroasia sebagai mitra
strategis di kawasan Eropa, begitu pula
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dengan Kroasia yang memandang Indonesia
sebagai mitra strategis di Asia Tenggara.
Kedua pihak juga saling mengapresiasi
kenetralan dalam menanggapi Perang Rusia
dan Ukraina serta menjunjung tinggi
penyelesaian konflik melalui negosiasi dan
langkah - langkah nirkekerasan lainnya. Hal
ini juga sejalan dengan posisi kedua negara
yang secara historis merupakan bagian dari
Gerakan Non-Blok / Non-Aligned Movement.
Langkah - langkah konkrit DPR RI sebagai
penengah konflik Ukraina Rusia juga
ditunjukkan melalui Ketua BKSAP yang
tergabung dalam IPU Task Force on Ukraine —
Russia Conflict.

Dalam aspek perdagangan, DPR RI juga
menyuarakan tingginya kualitas produk
kelapa sawit yang diolah secara berkelanjutan.
Diharapkan Kroasia dapat mendukung
Indonesia dengan menyuarakan produk dan
industri kelapa sawit Indonesia yang
berkelanjutan. Kedepannya Kroasia, yang
memiliki posisi strategis di kawasan Eropa,
dapat menjadi hub untuk masuknya produk
Indonesia di kawasan tersebut.

Terkait pariwisata, diharapkan kedua negara
dapat terus bekerja sama dan berbagi praktik
terbaik. Kedepannya kerja sama Indonesia dan
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Kroasia di bidang pariwisata dapat dituangkan
dalam nota kesepahaman antara kedua
negara. Selain menjadi sumber pemasukan
bagi kedua negara, pariwisata juga diharapkan
dapat menjadi sarana pertukaran
kebudayaan. DPR RI juga mendorong
dibentuknya program sister city / sister
province Bali dengan Zadar, Kroasia yang
bertujuan untuk mengembangkan pertukaran
kebudayaan dan hubungan antar-masyarakat
kedua negara.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua
BKSAP, Putu Supadma Rudana, MBA (F-PD)
dan Dr. Sukamta (F-PKS), Anggota BKSAP,
Ravindra Airlangga (F-PG) serta Ketua GKSB
DPR RI - Parlemen Kroasia, Ferdiansyah (F-

PG).
6. | KSB - BKSAP Working Lunch Wakil Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma

Ketua BKSAP dan Rudana, MBA (F-PD) bersama Ketua GKSB
GKSB Kroasia dengan | DPR RI — Parlemen Kroasia, Ferdiansyah (F-
Wakil Ketua dan PG) mengadakan jamuan makan siang dengan
Delegasi Parlemen Delegasi Parlemen Kroasia yang dipimpin oleh
Kroasia tanggal 28 Wakil Ketua Parlemen Kroasia, H.E. Davorko
Agustus 2023. Vidovic di Hutan Kota Plataran, Senayan

(28/08/23).

Dalam jamuan makan siang tersebut, selain
berkesempatan mencicipi hidangan khas
Indonesia, Delegasi Parlemen Kroasia juga
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membahas hasil pertemuan dengan Menteri
Parekraf pada pukul 11.00 WIB yang lalu.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua
BKSAP DPR RI dan Ketua GKSB DPR RI -
Parlemen Kroasia juga menekankan
pentingnya penguatan kerja sama kedua
negara di bidang pariwisata.

KSB - BKSAP

Working Lunch Ketua
BKSAP dan GKSB
Amerika Serikat
dengan Delegasi
Kongres AS (CODEL)
tanggal 28 Agustus
2023.

Wakil BKSAP DPR RI Gilang Dhielafararez (F-
PDIP) dan Sukamta (F-PKS) serta Ketua GKSB
DPR RI - Parlemen AS Charles Honoris (F-
PDIP) dan Anggota GKSB G. Budisatrio
Djiwandono (F-Gerindra) melakukan
pertemuan dengan Delegasi Kongres Amerika
Serikat yang dipimpin oleh Congress women
Young Kim, selaku Ketua Subkomite Indo-
Pasifik Komisi Luar Negeri Kongres Amerika
Serikat.

Pertemuan membahas sejumlah hal di
antaranya peningkatan kerja sama ekonomi,
perdagangan, investasi, pertanian, kesehatan,
serta peningkatan people-to-people contact
melalui pertukaran mahasiswa. Terkait isu
kawasan, Indonesia dan Amerika Serikat
sama-sama memegang teguh stabilitas dan
keamanan di kawasan Asia Tenggara serta
Laut Cina Selatan.
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8. | KSB - BKSAP Rapim ke-41 BKSAP Ketua BKSAP DPR RI Dr. H. Fadli Zon, S.S.

tanggal 29 Agustus M.Sc. (F-PGerindra) memimpin Rapat

2023. Pimpinan BKSAP ke-41 secara fisik pada hari

Selasa (29/08/2023).

Rapim juga turut dihadiri oleh jajaran Wakil
Ketua BKSAP DPR RI yaitu Gilang
Dhielafararez (F-PDIP), Putu Supadma
Rudana, MBA (F-PD), Sukamta (F-PKS) dan
Achmad Hafisz Tohir (F-PAN).

Rapim membahas berbagai rencana program
BKSAP di Masa Persidangan I, khususnya
terkait partisipasi dalam sidang - sidang IPU
dan APA, serta rencana penyelenggaraan
Capacity Building bagi Anggota Parlemen
Perempuan.

Rapat juga membahas perkembangan aktivitas
Grup Kerja Sama Bilateral dengan negara-
negara sahabat, Tamu - Tamu Parlemen dan
kunjungan diplomasi perorangan guna
memaksimalkan berbagai program kerja
BKSAP di masa persidangan mendatang.
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MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN

Kehormatan Dewan ke Kota
Semarang tanggal 28-30
Agustus 2023.

dan Wewenang Mahkamah Kehormatan
Dewan, Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor (Khusus Anggota DPR RI) serta
Hak Imunitas Wakil Rakyat.

NO PIHAK KEGIATAN KETERANGAN KETERANGAN
1. --- Rapat Pimpinan MKD tanggal | - Membahas Program Kerja MKD Masa
21 Agustus 2023. Persidangan I Tahun Sidang 2023-
2024;
- Membahas Surat-surat Masuk;
- Lain-lain.
2. --- Rapat Intern MKD tanggal 21 | - Membahas dan Mengesahkan Program
Agustus 2023. Kerja MKD Masa Persidangan I Tahun
Sidang 2023-2024;
- Membahas Surat-surat Masuk;
- Lain-lain.
3 --- Paket Meeting di Wisma DPR | Tema:
RI, Graha Wira Sabha, Kopo, | - Substansi Pemberitaan Media
Bogor, Jawa Barat tanggal Mainstream Menjadi Alat Ukur
24-26 Agustus 2023. Anggota DPR RI Mendapatkan
Apresiasi MKD Award’;
- “Penguatan Kelembagaan MKD yang
Melibatkan Partisipasi Publik”.
4 DPRD Provinsi | Menerima audiensi tanggal Tata Cara Pelaksanaan Sidang di
Sumatera 28 Agustus 2023. Mahkamah Kehormatan Dewan.
Utara
5 --- Kunjungan Kerja Mahkamah | Dalam rangka sosialisasi Tugas, Fungsi
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1. | Kementerian Keuangan | Rapat Kerja Badan Anggaran 1. Penyampaian Pokok-
RI, PPN/ Bappenas RI, | dengan Pemerintah dan Bank pokok RUU tentang
Bank Indonesia Indonesia dalam rangka: APBN TA 2024;
1. Pembahasan RUU APBN TA 2. Penyampaian Pokok-
2024- pokok RUU tentang
’ Pertanggungjawaban
2. Pembahasan' RUU tentang Atas Pelaksanaan APBN
Pertanggungjawaban Atas TA 2022:
Pelaksanaan APBN TA 2022. 3. Pembentukan Panja-
panja.
Tanggal 29 Agustus 2023.
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BADAN URUSAN RUMAH TANGGA

Agustus 2023.

Agenda:

Dewan sampai dengan akhir Triwulan II
Tahun 2023 sebesar
Rp2.346.688.528.928 (Dua triliun tiga
ratus empat puluh enam miliar enam

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. Rapat Pimpinan BURT, Senin,
21 Agustus 2023.
2. Rapat Intern BURT, Senin, 21

Agustus 2023.

Agenda: Pembahasan

Rancangan Jadwal Kegiatan

BURT Masa Sidang [ Tahun

Sidang 2023-2024.

3. | Setjen DPR Rapat BURT, Selasa, 22 Realisasi Anggaran DPR RI sampai dengan
RI Agustus 2023. akhir Triwulan II Tahun 2023 sebesar

Rp3.166.388.877.007,- (Tiga triliun

Agenda: seratus enam puluh enam miliar tiga ratus

Nojel Realisasi Anggaran DPR | delapan puluh delapan juta delapan ratus

RI Triwulan II Tahun 2023. tujuh puluh tujuh ribu tujuh rupiah) atau
56,17% dari pagu sebesar
Rp5.637.093.120.000,-. (Lima triliun
enam ratus tiga puluh miliar sembilan
puluh tiga juta seratus dua puluh ribu
rupiah).

4. Rapat Panja BURT, Rabu, 23 1. Realisasi Anggaran DPR RI Satker

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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1. Panja Realisasi Anggaran
DPR RI Triwulan II Tahun
2023 Satker Dewan.

2. Panja Realisasi Anggaran
DPR RI Triwulan II Tahun
2023 Satker Setjen.

ratus delapan puluh delapan juta lima
ratus dua puluh delapan ribu sembilan
ratus dua puluh delapan rupiah) atau
57,71% dari pagu sebesar
Rp4.066.206.778.000,-. (Empat triliun
enam puluh enam miliar dua ratus
enam juta tujuh ratus tujuh puluh
delapan ribu rupiah).

2. Realisasi Anggaran DPR RI Satker

Setjen sampai dengan akhir Triwulan II
Tahun 2023 sebesar
Rp819.700.348.079,- (Delapan ratus
sembilan belas miliar tujuh ratus juta
tiga ratus empat puluh delapan ribu
tujuh puluh sembilan rupiah) atau
52,18% dari pagu sebesar
Rp1.570.886.342,-. (Satu triliun lima
ratus jutuh puluh miliar delapan ratus
delapan puluh enam tiga ratus empat
puluh dua ribu rupiah).

PT Asuransi
Jasindo Jawa
Barat dan
Bali

Kunjungan Kerja Dalam Negeri

dalam rangka Evaluasi

Pelaksanaan Program

Jamkestama:

1. Tanggal 24-26 Agustus
2023 ke Jawa Barat.

2. Tanggal 27-29 Agustus
2023 ke Denpasar, Bali.

Kunjungan Kerja BURT DPR RI dalam
rangka evaluasi pelaksanaan Program
Jaminan Kesehatan Bagi Anggota DPR RI
dan Keluarganya bertujuan untuk:
1.Membangun komunikasi yang efektif
dengan para pemangku kepentingan
(stakeholders) mengenai pentingnya
program Jamkestama, terutama untuk
PT. Asuransi Jasindo dan rumah sakit
provider sebagai penyelenggara program

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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Jamkestama khususnya bagi Anggota
DPR I daerah pemilihan Papua beserta
keluarganya.

2.Mengetahui kendala-kendala yang
dihadapi PT. Asuransi Jasindo dan
rumah sakit provider dalam
pelaksanaan program Jamkestama.

3.Membangun pemahaman yang sama
mengenai pentingnya pelayanan prima
yang diberikan rumah sakit dalam
memberikan layanan Jamkestama bagi
Anggota DPR RI dan keluarganya,
karena masih ditemui beberapa rumah
sakit provider belum melaksanakan
layanan jamkestama sesuai standar.

Setjen DPR

RI

Rapat BURT, Rabu, 30 Agustus
2023.

Agenda: Nojel RKA DPR RI
Tahun 2024 Berdasarkan Pagu
Anggaran.

RKA DPR RI Tahun 2024 Berdasarkan
Pagu Anggaran sebesar
Rp6.083.497.531.000,-. (Enam triliun
delapan puluh tiga miliar empat ratus
sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga
puluh satu ribu rupiah).

Rapat Panja BURT, Rabu, 30
Agustus 2023.

Agenda:

1. Panja RKA DPR RI Satker
Dewan Tahun 2024
Berdasarkan Pagu
Anggaran.

1. RKA DPR RI Satker Dewan Tahun 2024
Berdasarkan Pagu Anggaran sebesar
Rp4.458.557.038.000,-. (Empat triliun
empat ratus lima puluh delapan miliar
lima ratus lima puluh tujuh juta tiga
puluh delapan ribu rupiah).

2. RKA DPR RI Satker Setjen Tahun 2024
Berdasarkan Pagu Indikatif sebesar
Rp1.624.940.493.000,-. (Satu triliun

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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2. Panja RKA DPR RI Satker enam ratus dua puluh empat miliar
Setjen Tahun 2024 sembilan ratus empat puluh juta empat
Berdasarkan Pagu ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
Anggaran.
8. Rapat BURT, Rabu, 30 Agustus
2023.

Agenda: Laporan Panja-Panja

BURT

1. Panja Realisasi Anggaran
DPR RI Triwulan II Tahun
2023 Satker Dewan.

2. Panja Realisasi Anggaran
DPR RI Triwulan II Tahun
2023 Satker Setjen.

3. Panja RKA DPR RI Satker
Dewan Tahun 2024
Berdasarkan Pagu
Anggaran.

4. Panja RKA DPR RI Satker
Setjen Tahun 2024
Berdasarkan Pagu
Anggaran.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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LAPORAN DWI MINGGUAN

BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

Kemenkeu R.I

Deputi Keuangan dan
Manajemen Risiko Kemterian
BUMN

Perum Bulog

PT. Geo Dipa energi (Persero)

Keuangan Negara.

Kunker
dilaksanakan
pada tanggal 28
Agustus s.d. 30
Agustus 2023.

Kunjungan Kerja dalam Negeri ke
Solo, Jawa Tengah dalam rangka
Penelaahan BAKN DPR RI terhadap
LHP BPK terkait Penyertaan Modal
Negara (PMN) pada BUMN dan
Lembaga lainnya.

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. ¢ Dirjen Kekayaan Negara Akuntabilitas BAKN DPR RI melakukan
Kemenkeu R.I Keuangan Negara. | Kunjungan Kerja dalam Negeri ke
¢ Deputi Keuangan dan Bandung, Jawa Barat dalam rangka
Manajemen Risiko Kemterian | Kunker Penelaahan BAKN DPR RI terhadap
BUMN dilaksanakan LHP BPK terkait Penyertaan Modal
¢ PT. Bank Tabungan Negara pada tanggal 21 Negara (PMN) pada BUMN dan
(Persero) Thk. s.d. 23 Agustus Lembaga lainnya.
e Perum Perumnas 2023.
e PT. Pertamina (persero)
2. e Dirjen Kekayaan Negara Akuntabilitas BAKN DPR RI melakukan
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